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PENGANTAR DAN DASAR  

HUKUM PASAR MODAL 

 
Rumawi, S.H.I., M.H 

Fakultas Syariah IAIN Jember 

 

A. PENDAHULUAN  

Pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal merupakan bagian 

materi dari mata kuliah Hukum Pasar Modal. Untuk itu Anda perlu 

memperhatikan tujuan perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan 

seluruh bab dalam mata kuliah ini. Adapun pada bab ke satu ini akan 

disajikan materi mengenai pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal. 

Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang sebagai 

pijakan dari mahasiswa dalam hal menuntaskan Kegiatan Belajar yang 

pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, peranan, dan 

prinsip pasar modal. 

Pembahasan bab ini mencakup pengantar hukum pasar modal, 

peranan  kegiatan  pasar  modal  dalam  pembangunan  perekonomian  di 

Indonesia, pasar uang dan pasar modal; dan prinsip pasar modal. 

Secara umum, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu 

menganalisis pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal.  
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A. PENDAHULUAN 
Menarik mengkaji kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi ini 

yang telah berlangsung mulai bulan Maret 2020 hingga sudah hampir satu 

tahun dimana seluruh bidang mengalami masa sulit dalam penyesuaian 

dengan Covid19, yang mana kondisi ini sangat mempengaruhi keadaan 

suatu negara dalam perekonomian. Mengapa hal ini penting karena dalam 

perekonomian salah satunya tidak lepas dari transaksi pada Pasar Modal. 

Apa sebenarnya pasar modal ini yaitu  pasar bertemunya antara seller dan 

buyer yang memperdagangkan dokumen penting baik long-term maupun 

short-term yang digunakan bagi perusahaan maupun instansi untuk 

memperluas usahanya. Pemerintah tetap semangat melakukan promosi 

untuk menarik minat investor baik ke daerah-daerah maupun secara 

nasional. Masa pandemic saat ini seperti yang dilakukan pemerintah 

provinsi Jawa Tengah memanfaatkan sarana zoom dalam promosi 

pengembangan daerah-daerah wisata maupun perluasan industri.  

Transaksi-transaksi dipasar modal ini banyak dipengaruhi beberapa 

factor salah satunya adalah kestabilan prospek bisnis disuatu perusahaan 

sehingga bila kondisi negara tidak nyaman untuk para investor 
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Jelaskan apa yang dimaksud Pasar Modal 

2. Sebutkan dua jenis Pasar Modal 

3. Jelaskan bagaimana prinsip hukum Pasar Modal 

4. Sebutkan apa saja kejahatan dalam Pasar Modal 
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A. PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA 
Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau 

diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan 

melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran 

umum dengan maksud menghimpun modal. 

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Penawaran Umum ialah 

kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek 

kepada masyarakat berdasarkan  tata cara yang diatur dalam undang-

undang dan peraturan pelaksanaan.
1
  

Penawaran Umum pada prakteknya dilaksanakan melalui pasar 

perdana (primary market) yang berlangsung beberapa hari saja. Dan 

enggan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat 

memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga 

penawaran efek (offering price) pada  pasar perdana ditetapkan bersama 

dengan emiten dengan penjamin pelaksana emisi, sedangkan 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal, Pasal 
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A. PENDAHULUAN 
Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu 

negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak 

yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak 

yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut 

dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer 

(dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk 

kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari 

operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, 

karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih. 
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Jelaskan mengapa pasar modal penting bagi perekonomian suatu 

negara ? 

2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar dalam pasar modal ? 

3. Jelaskan apa saja peranan pasar modal dan untuk apa ada pasar 

modal ? 

4. Jelaskan secara rinci mekanisme transaksi pada pasar modal ? 

5. Jelaskan bagaimana proses perdagangan pada bursa efek ? 
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A. PENDAHULUAN 
Dewasa ini perkembangan dunia perbisnisan di Indonesia berkembang 

dengan pesat. Persaingan antara perusahaan turut mewarnai wajah 

perbisnisan di tanah air. Diperlukan strategi yang handal agar dapat 

bersaing dan menguasai pasar yang ada. Selain itu, permodalan menjadi 

salah satu isu penting dalam menghadapi persaingan usaha. Bagaimana 

tidak, modal menjadi unsur penting penggerak operasional setiap 

perusahaan.  

Ketersediaan modal juga dapat menjadi penentu untuk melakukan 

ekspansi usaha. Di Indonesia, sumber pendanaan modal usaha telah 

tersedia sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para pelaku bisnis 

seperti pendanaan melalui modal pribadi, kerja sama dengan pihak lain, 

pinjaman dari Kreditur/Bank hingga pendanaan dari Investor.   

Maka daripada itu, para pelaku bisnis memerlukan badan usaha 

sebagai media yang tepat sesuai dengan maksud dan kebutuhan bisnisnya. 

Eksistensi suatu badan usaha juga dapat menjadi penilaian bagi para 

Kreditur atau Bank. Semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki suatu badan 

usaha maka semakin banyak pula sumber pendanaan yang dapat dipilih. 
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A. PENDAHULUAN 
Pasar modal (capital market) adalah pasar terorganisir di mana 

terdapat berbagai aktivitas yang memperdagangkan surat berharga atau 

efek dalam bentuk instrument keuangan jangka panjang yang ditawarkan 

oleh emiten (perusahaan yang membutuhkan dana) pada masyarakat 

pemodal (investor) untuk berinvestasi. Instrument pasar modal dapat 

dibedakan atas surat berharga yang bersifat penyertaan/pemilikan (saham 

atau equity) dan surat berharga yang bersifat utang (obligasi atau bonds). 

Saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan sedangkan 

obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Umumnya 

sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, 

reksa dana dan derivatif. Adanya instrumen yang beragam pada pasar 

modal memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di pasar 

modal dengan berbagai pilihan dan pertimbangan.  
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A. PENDAHULUAN 
Pasar modal sering dikaitkan sebagai sumber dana jangka Panjang, 

yang membedakan dengan pasar uang yang merupakan sumber dana 

jangka pendek. Pandangan ini memang mendasar, sebab dalam praktik 

diakui bahwa dana itu dapat berkembang dan jika dunia usaha dapat 

memanfaatkan pasar modal sebagai sumber dana yang dapat 

dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, maupun 

penambahan modal kegiatan usahanya, dan sebaliknya bagi investor pasar 

modal dapat dipergunakan sebagai sarana untuk berinvestasi dalam 

bentuk surat-surat berharga yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.   

Dalam melaksanakan fungsinya baik sebagai pasar perdana (primary 

market) maupun sebagai pasar kedua (secondary market), kegiatan usaha 

pasar modal dilaksanakan untuk jangka panjang, dan melibatkan berbagai 

pihak dalam prosesnya.  

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan usahanya, pasar modal harus 

ditata Kelola dalam struktur pasar modal yang baik. Struktur dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara sesuatu disusun atau 

dibangun. Struktur dalam kegiatan usaha memegang peranan penting bagi 
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A. PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi suatu negara. Setiap transaksi pasar modal tentunya tidak 

terlepas dari munculnya suatu persengketaan yang melibatkan dua atau 

lebih subjek hukum yang mana dalam dunia bisnis diperlukan 

mendapatkan kepastian hukum bagi subjek hukum yang dirugikan akibat 

kelalaian atau kesengajaan dari subjek hukum lain.  Sengketa diartikan 

sebagai suatu perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara para pihak 

dalam agreement (perjanjian) dikarenakan wanprestasi, oleh salah satu 

pihak yang mengingkari perjanjian (Amriani, 2012 : 13). Sengketa atau 

perselisihan merupakan suatu realitas kehidupan di mana tidak ada 

satupun manusia yang bisa menghindarinya. Mayoritas manusia pernah 

terlibat sengketa tidak akan menikmati pengalaman tersebut, karena 

sangat menguras emosi, waktu, dan energi mental (Moffitt & Bordone, 

2005 : 1). Manusia tentunya berharap dapat mencari solusi dari 

mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun informal. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan 

suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang 

telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam 

kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. 

Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di 

antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan 

ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki 

kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. 

Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna 

menginvestasikan dana yang dimilikinya (Rahardiyan, 2014). 

Pasar Modal dapat diartikan suatu pasar dimana dana-dana jangka 

panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana 

jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi 

sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya 

berbentuk saham. Sementara itu, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 
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A. PENDAHULUAN 
UU No.15 tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang 

secara tegas, hanya saja dalam penjelasan UU No.15 tahun 2002 

dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No.15 tahun 2002. Penting 

untuk dicatat bahwa hukum Indonesia tidak mensyaratkan adanya 

pembuktian tindak pidana asal untuk menindaklanjuti kasus pencucian 

uang.  

TPPU (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas 

yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. 

Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa didahului 

tindak pidana asal. Hal ini disebabkan objek tindak pidana pencucian uang 

adalah harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana asal. Bentuk 

kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai 

kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan 

kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau 
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Sebutkan tahapan pencucian uang! 

2. Sebutkan 5 modus pencucian uang dalam pasar modal! 

3. Sebutkan Jenis Jenis pencucian uang! 

4. Sebutkan isi pasal UU 15 pasal tahun 2002! 

5. Bagaimana bisa insider trading menjadi salah satu pelaku pencucian 

uang! 
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A. PENDAHULUAN 

Pasar Modal termasuk dalam klasifikasi bidang hukum yang netral. 

Berdasarkan kajian hukum pasar modal terlihat bahwa dalam 

pembentukannya mendapat pengaruh dari sistem Anglo Saxon. Sebagai 

bukti adalah adanya lembaga wali amanat dalam industri Pasar Modal. 

Sehingga dapat dikatakan Hukum Pasar Modal sebagai bidang hukum yang 

netral, maka tidak menutup kemungkinan mendapat pengaruh dari 

berbagai sistem hukum. Meskipun dalam keadaan hukum yang netral dan 

menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Anglo Saxon, hukum ini 

tetap harus memperhatikan asas-asas dalam UUD 1945 dan Pancasila. 

Mengingat pentingnya peranan pasar modal terhadap perekonomian 

Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk 

mengaturnya. Saat ini Indonesia memiliki Undang-undang khusus yang 

mengatur tentang pasar modal, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal. Dalam rangka upaya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan 

pasar modal, dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang 
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A. PENDAHULUAN 

Pasar Modal adalah tempat bertemunya investor yang ingin 

menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan yang sifatnya 

berjangka panjang, seperti saham, obligasi reksadana, derivative efek, dan 

sukuk. Pasar modal memiliki 2 fungsi yakni fungsi ekonomi sebagai fungsi 

pendanaan, dari kelebihan dana untuk pengembangan perusahaan baik 

akusisi dan memperbesar perusahaannya, dan investor menyerahkan 

dananya. Fungsi kedua, yakni fungsi keuangan, imbal hasil tergantung dari 

hasil obligasi, bunga, atau imbal hasil saham, adalah capital gain. Ragam 

pelanggaran di pasar modal yaitu transaksi efek, perusahaan efek, 

manajer investasi, emiten dan perusahaan publik, dan lembaga dan 

profesi penunjang. Kejahatan di pasar modal adalah berupa penipuan 

(fraud), manipulasi pasar (market manipulation), perdagangan orang 

dalam (insider trading), diatur dalam pasal 90, 91, 93, 95,96,97, 98 

undang-undang pasar modal.  
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Apa perbedaan antara: kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar 

modal ? 

2. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pasal 105, dan 

pasal 109 adalah pelanggaran. Sebutkan apa saja yang termasuk 

didalamnya? 

3. Ada 3 jenis sanksi dalam kejahatan pasar modal, sebutkan dan 

jelaskan! 

4. Pasal berapakah diatur tentang tindak pidana dalam pasar modal? 
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A. PENDAHULUAN 

 Pasar modal merupakan lembaga yang menjadi wadah tempat 

bertemunya dua belah pihak. Pihak pertama merupakan perusahaan 

emiten yang senantiasa memerlukan dana segar sebagai modal untuk 

memberikan penawaran dan penjualan efek sementara pihak kedua 

merupakan masyarakat yang melakukan investasi untuk membeli efek 

yang ditawarkan pihak pertama. Agar mekanisme di pasar modal berjalan 

dengan baik maka perlu adanya perlindungan hukum atas investor 

tersebut. Perlindungan hukum bagi investor untuk melakukan kegiatan di 

bidang pasar modal berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1995 Tentang Pasar Modal dan berlandaskan pada Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam meningkatkan 

aspek penegakan hukum dalam suatu negara. Negara memberikan 

perlindungan hukum pada masyarakatnya dengan tujuan untuk 

mewujudkan stabilitas dalam berbagai bidang dan tidak terkecuali bidang 
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4. Jelaskan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif oleh 

OJK! 

5. Jelaskan asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya! 
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A. PENDAHULUAN 

Ekonomi Syariah merupakan bagian integral dari ajaran Agama Islam. 

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Islam, ekonomi syariah tentunya 

seiring dan sejalan dengan syariat Islam. (An-Nabhani. 2002) Ekonomi 

Syariah merupakan upaya guna menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami, yang seiring dengan 

tuntunan syariat. Yakni metode-metode yang didasarkan atas ajaran 

Ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. (P3EI.  2008: 16) Ruang lingkup 

ekonomi syariah terdiri dari ekonomi syariah normatif, yaitu studi tentang 

hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda 

(al-mâl), meliputi: (1) kepemilikan (al-milkiyyah), (2) pemanfaatan 

kepemilikan (tasharruf fi almilkiyyah), dan (3) distribusi kekayaan kepada 

masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nās); dan ekonomi  syariat 

positif/ilmu ekonomi Syariah (al-‘ilmu aliqtishādi fi al-islām), (P3EI.  2008: 

16) yakni kajian-kajian mengenai konsep-konsep syariat yang berkaitan 

produksi barang dan jasa (Athoillah dan Ihwanudin. 2013: 37). Termasuk 
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